






SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1.  Simpulan 
Berdasarkan analisis transaksi dari laporan kas, laporan 
bank, dan data lainnya yang dilakukan selama PKL (Praktik 
Kerja Lapangan) di KAP PKF, dapat disimpulkan bahwa proses 
penerapan Pajak penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) di PT 
HCS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, data 
yang disediakan oleh PT HCS kurang lengkap seperti nama dan 
nomor NPWP sehingga informasi yang harusnya diproses 
menjadi tidak jelas. Proses konfirmasi berulang 
diimplementasikan untuk memastikan keabsahan data. Setelah 
data tersebut absah, kalkulasi PPh Pasal 23 dapat dilakukan 




Informasi penting terkait dengan perhitungan PPh Pasal 
23 untuk PT HCS sebaiknya dilengkapi dan dipastikan absah 
terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada KAP agar pada saat 






sehingga mempercepat proses perhitungan PPh Pasal 23 dan 
penyetoran, dan berimbas pada pelaporan yang tepat waktu. 
Pengetahuan tentang proses perhitungan PPh Pasal 23 
juga perlu ditingkatkan sehingga mempermudah proses 
perhitungan PPh Pasal 23 dan mengurangi resiko kesalahan 
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